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PENDAHULUAN

A.Latar BelakangMasalah

PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di

alineakeempat (IVV) mengamanatkanbahwa:

“Pemerintahatau Negara KesatuanRepublik Indonesia
melindungisegenapbangsa dan seluruhtumpahdarah Indonesia,
memajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa dan
ikutmelaksanakanketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan,

perdamaianabadi dan keadilansosial”.!

Sebagaiimplementasidariamanattersebutdilaksanakanpembangunannasional
yang  bertujuanuntukmewujudkanmasyarakatadil ~ dan  sejahtera  yang
senantiasamemperhatikanhakataspenghidupan dan
perlindunganbagisetiapwarganegaranyadalamkerangka Negara KesatuanRepublik

Indonesia.Negara KesatuanRepublik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan

terletakdigariskatulistiwa pada posisisilangantaraduabenua dan
duasamudradengankondisialam yang memilikiberbagaikeunggulan,
namundipihak lain posisinyaberadadalam wilayah yang

memilikikondisigeografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang
rawanterhadapterjadinyabencanadenganfrekuensi yang cukuptinggi,

sehinggamemerlukanpenanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

! Indonesia, pembukaanundang-undangdasar negara republic Indonesia tahun 1945 alineake



Beberapatahunterakhiriniintensitasbencana (seperti: gempabumi, tsunami,
gunungmeletus, banjir, Dan sebagainya) seringterjadi.
Bencanatersebuttidakhanyamenimpa wilayah Indonesia, tapi juga menimpa

wilayah belahanbumilainnya.

Di Indonesia diketahuibahwatitik-titikrawangempa/bencana (antara lain di
daerah Aceh, Yogyakarta, Padang, Bengkulu, dan Papua),
merupakandaerahtitikrawangempa. Selain disebabkan oleh faktoralam dan atau
non alam, juga oleh faktormanusia. Bencana yang disebabkan oleh faktoralam;
sepertigempabumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, dan tanahlongsor, dan lain-
lain, sementara yang disebabkan oleh
faktormanusiaadalahsepertikonfliksosialantarkelompokatauantarkomunitasmasyar

akat, dan teror.

Dalam usahapenangananbencana,
berbagaipihaktelahterlibatdalampersoalantersebut, namunperan vital Negara
tidakdapatdinafikan,
dalamhaliniPemerintahharusbertanggungjawabdalampenanggulangganbencana.
Selain karenabencana (baik yang disebabkan oleh faktoralam dan atau non alam,
maupun oleh faktormanusia), kerusakanlingkungan, kerugianhartabenda dan
dampakpsikologis, serta sangat berpengaruhbesarterhadapkesejahteraanwarga

negara. Akibatdariperistiwatersebutdampakdaribencana juga



bersifatkomplekssehinggadapatmempengaruhistabilitasekonomi,  politik,  dan

sosial.

SebagaiimplementasidariamanatUndang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 di alineakeempat (1V), Pemerintahbersama DPR pada
tahun 2007  telahmenetapkanUndangUndangNomor 24  tahun 2007
tentangPenanggulanganBencanasebagailandasanhukum yang
kuatbagipenyelenggaraanpenanggulanganbencana. Undang-
Undangtersebutmengaturmengenaipenanggulanganbencanadarilandasannilai,
kelembagaansampai pada distribusikewenangan. Pada halini Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang

dijadikansebagailandasanyuridislahirnyaUndang-UndangNomor 24 tahun 2007.

Dalam Undang-UndangNomor 24 tahun 2007, yang menjadimaterimuatan

pada Undang-Undanginiberisikanketentuanketentuanpokoksebagaiberikut:

1. Penyelenggaraanpenanggulanganbencanamerupakantanggungjawab dan
wewenangPemerintah dan pemerintahdaerah, yang dilaksanakansecaraterencana,

terpadu,terkoordinasi, dan menyeluruh.

2.
Penyelenggaraanpenanggulanganbencanadalamtahaptanggapdaruratdilaksanakans
epenuhnya oleh  badan  nasionalpenanggulanganbencana dan  badan

penanggulanganbencanadaerah. Badan



penanggulanganbencanatersebutterdiridariunsurpengarah  dan unsurpelaksana.
Badan nasionalpenanggulanganbencana dan badan
penanggulanganbencanadaerahmempunyaitugas dan fungsiantara lain
pengkoordinasianpenyelenggaraanpenanggulanganbencanasecaraterencana  dan

terpadusesuaidengankewenangannya.

3.Penyelenggaraanpenanggulanganbencanadilaksanakandenganmemperhatika
nhakmasyarakat yang antara lain
mendapatkanbantuanpemenuhankebutuhandasar, mendapatkanpelindungansosial,
mendapatkanpendidikan dan
keterampilandalampenyelenggaraanpenanggulanganbencana,

berpartisipasidalampengambilankeputusan.

4.
Kegiatanpenanggulanganbencanadilaksanakandenganmemberikankesempatansec

araluaskepadalembagausaha dan lembagainternasional.

5. Penyelenggaraanpenanggulanganbencanadilakukan pada tahapprabencana,
saattanggapdarurat, dan pascabencana, karena masing- masing

tahapanmempunyaikarakteristikpenanganan yang berbeda.

6. Pada saattanggapdarurat, kegiatanpenanggulanganbencanaselaindidukung
dana APBN dan APBD juga disediakan dana

siappakaidenganpertanggungjawabanmelaluimekanismekhusus.



7. Pengawasanterhadapseluruhkegiatanpenanggulanganbencanadilakukan oleh
Pemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakat pada setiaptahapanbencana, agar

tidakterjadipenyimpangandalampenggunaan dana penanggulanganbencana.

8. UntukmenjaminditaatinyaUndang-Undangini dan
sekaligusmemberikanefekjeraterhadap para pihak,
baikkarenakelalaianmaupunkarenakesengajaansehinggamenyebabkanterjadinyabe
ncana yang menimbulkankerugian, baikterhadaphartabendamaupunmatinya
orang, menghambatkemudahanaksesdalamkegiatanpenanggulanganbencana, dan
penyalahgunaanpengelolaansumberdayabantuanbencanadikenakansanksipidana,
baikpidanapenjaramaupunpidanadenda, denganmenerapkanpidana minimum dan

maksimum.?

Pengertianperaturanperundang-undanganmenurut para

ahlisendirisangatlahberagam. Sepertipendapat Bagir Manan, Menyatakanbahwa:

“Peraturanperundang-undanganadalahkeputusantertulis negara
ataupemerintah yang berisipetunjukataupolatingkahlaku yang bersifat
dan mengikatsecaraumum”. 3

SecaraeksplisitUndang-UndangPenanggulanganBencanatersebut pada
prinsipnyatelahmengaturmengenaipenyelenggaranpenanggulanganbencanadarilan
dasannilai, kelembagaan, sampai pada distribusikewenangan. LahirnyaUndang-

UndangPenanggulanganBencana yang

2 Indonesia, undang-undangnomor 24 tahun 2007 tentangpenanggulanganbencana.
% Bagir manan.Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992,
hal.18



diikutidenganditetapkannyabeberapaperaturanpelaksanaannyasepertiPeraturanPe
merintahNomor 21 Tahun 2008 tentangpenyelengaraanpenanggulanganbencana,
PeraturanPemerintahnnomor 22 tahun 2008 tentangPendanaan

danPengelolaanBantuanBencana.

PeraturanPemerintannomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahdalampenanggulanganbencana.
PeraturanPresidenNomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional
PenanggulanganBencanatelahmerubahparadigmapenanggulanganbencana di
Indonesia dibandingkan masa sebelumlahirnyaUndang-
UndangPenanggulanganBencana.
Paradigmatersebutyaitupenanggulanganbencanatidaklagihanyamenekankan pada
aspektanggapdaruratsaja, tetapi juga menekankan pada
keseluruhanaspekpenanggulanganbencana yang meliputisaat: PraBencana, Saat

Bencana (TanggapDarurat), dan Pasca Bencana.

Berdasarkanuraiandiatas,
penulistertarikuntukmengangkatmasalahinimenjadisebuahskripsi  yang berjudul
“Analisis TerhadapPenanggulanganBencanaBerdasarkanUndang-

undangNomor 24 Tahun 2007 dan Perundang-Undangan”.

B.RumusanMasalah



Berdasarkanuraian di atas,
makapenulisdalamhalinimenetapkanperumusanmasalah yang

timbuldalamSkripsiiniadalahsebagaiberikut:

BagaimanaefektifitaspengaturanpenanggulanganbencanaberdasarkanUndan
g-

Undangbesertaperaturanpelaksanaannyadalampenyelenggaraanpenanggula
nganbencana. peranmasyarakat, kelompok orang dan/ atau badan

hukumdalampenanggulanganbencana.

2. Apakendala yang timbul pada
implementasidariperaturanperundangundanganterkaitpenanggulanganbenca

na yang terjadidilingkunganmasyarakat.

C.Tujuan penelitian

Berdasarkanrumusanmasalah yang telahdikemukakandiatas,

makatujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. Untuk Analisis, evaluasiUndang-Undang dan perundang-undangan yang
terkaitpenanggulanganbencana yang
dimaksudkanuntukmelakukaninventarisasi, evaluasi dan analisissubstansi
dan permasalahan yang

berkaitandenganpelaksanaansertaperaturanperundang-undangan yang



terkait, dengantujuanuntukmemberimasukanbagipenyempurnaanUndang-

UundangNomor 24 Tahun 2007.

2. Untukmengetahui dan menganalisissejauh mana
penyelenggaraanpenanggulanganbencana di Indonesia
dapatdilakukansecaraefektif, efisien, cepat, tepat dan

komprehensifsebagaibentukpertanggungjawaban yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalammelaksanakanpenanggulanganbencanasesuaiUndang-UndangNomor.

24 tahun 2007 TentangPenanggulanganbencana.

D.Manfaat daripenelitian

Secarateoritishasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatdalamilmu
pengetahuankhususnyamenambahwawasanbagikalanganakademikmengenaiim

plementasiUndang-Undangdalampelaksanaanpenanggulanganbencana.

2. Hal inidilakukandenganharapan agar penyelenggaraanpenanggulanganbencana
di Indonesia dapatdilakukansecaraefektif, efisien, cepat, tepat dan

komprehensif.

3. SecaraPraktishasilpenelitianinidapatdijadikanbahanpertimbanganataumasukan
dan

bahaninformasibagisemuapihakterutamapemerintahselakupemangkukebijakan,



penyusunperaturan dan perundang-
undangandalammelaksanakantanggungjawabnyamenjalankanamanatUndang-
Undangdasar 1945 dalammelindungisegenapbangsa dan seluruhtumpahdarah

Indonesia.

E.KerangkaKonseptual

Dalam kerangkakonseptualinipenulismemberikanbatasanistilah yang
digunakansebagaidasarpenulisan agar
mempermudahpemahamanpenulisdalammembahashalselanjutnya,

untukitupenulismenguraikannyasebagaiberikut:

1. Analisis

Analisis atauanalisaberasaldari kata yunanikuno “analusis” yang
berartimelepaskan.Analusisterbentukdariduasuku kata, yaitu ana Yyang
berartikembali, dan luein yang berartimelepas,
jikadigabungkanmakaartinyaadalahmelepasataumenguraikan.Dalam
bentukkalimat, analisisdiartikansebagaisebuah proses pemeriksaan dan

evaluasidari data atauinformasi yang kompleksmenjadibagian-bagian yang

lebihkeciluntukmempelajarinyalebihdalam dan bagaimanabagian-
bagianiniberhubungansatusama lain
atausuatutindakanataukegiatanmemisahkan, memilah, dan

mengklarifikasikansesuatu, yang kemudiandikelompokkanmenurut
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parameter tertentu. Setelahitu, masing-masing

komponentersebutdicarimaknanya, ditafsirkan, dan dicarikaitannya.*
2. Penanggulanganbencana

Penanggulanganbencanaadalahserangkaianupaya yang
meliputipenetapankebijakanpembangunan yang berisikotimbulnyabencana,

kegiatanpencegahanbencana, tanggapdarurat, dan rehabilitasi.®
3. Bencana

Bencanaadalahperistiwaataurangkaianperistiwa yang mengancam dan
mengganggukehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan oleh
faktoralam
dan/ataufaktornonalammaupunfaktormanusiasehinggamengakibatkantimbu
Inya korban jiwamanusia, kerusakanlingkungan, kerugianhartabenda, dan
dampakpsikologis. °

F.LandasanTeoritis
Landasanteoridalampenulisanilmiahberfungsisebagaipemanduuntukmengorga
nisasi, menjelaskan dan memprediksifenomena-fenomena dan atauobjekmasalah
yang

telitidengancaramengkonstruksiketerkaitanantarakonsepsecaradeduktifataupunin

4 Kurniawan, Aris. "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli." Tersedia: http://www.
gurupendidikan. com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/, Diakses pada 20
(13).

>Undang-undangNomor 24 tahun 2007

& "DefinisiBencana - BNPB." https://bnpb.go.id/definisi-bencana. Diakses pada 23 Sep. 2022.
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duktif.  Adapun teori yang dijadikankerangkapemikiranteoritis  oleh

penulisdalammenulis tulisan iniyaitu:
1. Teori Peranan

Peranan (role) merupakanaspekdinamiskedudukan (status)
apabilaseseorangmelaksanakanhak dan
kewajibannyasesuaidengankedudukannya, Menurutseorjonosoekanto kata

peranmencakupsedikitnyatigapengertianyaitusebagaiberikut:’

a. Perananmeliputinorma-norma yang
dihubungkandenganposisiatautempatseseorangdalammasyarakat.
Peranandalam arti  inimerupakanrangkaianperaturan-peraturan  yang

membimbingseseorangdalamkehidupanmasyarakat.

b. Perananadalahsuatukonseptentangapa yang dapatdilakukan oleh

individuataupunkelompokdalamorganisasi di masyarakat.

c. Peranandapat juga dikatakansebagaiperilakuindividu yang

pentingbagistrukturmasyarakat social.
2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan (authority theory) merupakanteoriyangmengkaji

dan menganalisistentang “kekuasaandari organ

’SoerjonoSoekanto, SosiologiSuatuPengantar, Cet-46, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2018,
him.269.
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pemerintahuntukmelakukankewenangannya,
baikdalamlapanganhukumpublikmaupunhukumprivat”.Unsur-unsur  yang
tercantumdalamteorikewenangan, meliputi “adanyakekuasaan, adanya

organ pemerintahan dan sifathukumnya”.®

Pemahamankekuasaandalamaspekhukum,
dimaknaisebagaisebuahwewenang,
tetapikekuasaandalampengertianinibukanlahsuatukekuasaaan yang
dapatberdirisendiri,
melainkankeberadaankekuasaantidakdapatdipisahdarilembaganya. Oleh
karenaitu, kekuasaandalam arti wewenangdikatakansebagaisuatukekuasaan

yang telahdilembagakan.

G.Metode Penelitian

1. Tipe dan Metode Penelitian

Penelitianinimerupakanpenelitianhukumnormatifdengancaramenelitibah
anpustakaatau data sekunder.

Pelaksanaanpenelitianinidilakukandenganmenggunakanmetode comparative

Approach. Analisis
dilakukandenganmembandingkanberbagaiperumusanaturan yang
mengaturobyek yang sama.
Denganpendekataninidiharapkandapatditemukanrumusanaturan yang

8Salim HS dan ErliesSeptianiNurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Dlsertasi, Cet.3,
Rajawali Pers, 2014, him.187.
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berpotensimenimbulkan multi-interpretasi, sulitdimengerti/

dipahamisehinggamenjadikendaladalampelaksanaannya®
2. Pengumpulan Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalahbahan/materihukum yang
mempunyaikedudukanmengikatsecarayuridis.Bahanhukum primer

terdiridariperaturanperundang-undangan yang trkaitdenganpenelitian.

Bahan hukum primer yaitubahan-bahanhukum yang mengikat dan
terdiridarinormadasarataukaidahdasaryaituPembukaanUndang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undangNomor 24 Tahun
2007, peraturanperundang-undangan, bahanhukum yang tidakdikodifikasi

dan yurisprudensi
Bahan dalamdalampenelitianiniadalah:

1) Undang-UndangDasar Negara Republic Indonesia tahun 1945

setelahamandemen.

2) UndangUndangNomor 24 tahun 2007

tentangpenanggulanganbencana.

Susanti, DyahOchtorina, M. SH, and S. H. A’an Efendi. Penelitian Hukum: Legal Research.
SinarGrafika, 2022.
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3) PeraturanPemerintah Nomor.21 tahun 2008

tentangpenyelenggaraanpenanggulanganbencana.

4) PeraturanPenerintanNomor. 22 tahun 2008

tentangpendanaanpenanggulanganbencana.

5) PeraturanPemerintahNomor. 23 tahun 2008
tentangperansertalembagaasing dan

internasionaldalampenanggulanganbencana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukumsekunderyaitubahan-bahan yang
memberikanpenjelasanmengenaihukum primer, sepertirancanganundang-
undang, hasil-hasilpenelitian, hasilkaryadarikalanganhukum, dan pendapat
para sarjanahukum. Dalam penelitianini, bahan-
bahanhukumsekunderdiperolehdaribuku-bukuteks dan pendapat para
sarjanahukum yang
berkaitandenganobyekpenelitiansertanaskahkomprehensifperubahan UUD

RI tahun 1945, 10

c. Bahan Hukum Tersier

9Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar.
"Metodologipenelitianhukumsebagaiinstrumenmenguraipermasalahanhukumkontemporer." GemaKea
dilan 7.1 (2020): 20-33.
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Bahan hukumtersieradalahbahanhukum yang
akandigunakanpenulisdalammendukung data daribahandata primer dan

sekunder, yakni:

1) Kamus Hukum
2) Kamus besar Bahasa Indonesia (yang terbaru)
H.SistematikaPenulisan
Untukmemahamiskripsiinisecaralebinmendalam, makamateri-materi yang
terdapatdalamskripsiinidikelompokkanmenjadi 4 (empat) bab, masing-masing
babterdiridaribeberapa  sub  babgunalebihmemperjelasruanglingkup ~ dan
cakupanpermasalahan yang diteliti Adapun

sistematikapenyampaiannyaadalahsebagaiberikut:

BAB I:PENDAHULUAN

Bab inimenerangkansecararingkasmengenailatarbelakangmasalah,
perumusanmasalah, tujuanpenelitian, manfaatpenelitian, kerangkakonseptual,

metodepenelitian, dan sistematikapenulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab inimerupakanbabtinjauanpustaka yang membahas sub bab-sub bab.

BAB III:PEMBAHASAN
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Bab inimenguraikandenganjelastentanganalisa dan evaluasiPerundang-
Undangantentangpenanggulanganbencanasertaperanpemerintah  Pusat  dan

Daerah dalamimplementasipelaksanaannya.

BAB IV:PENUTUP

Penutup yang terdiridarikesimpulan dan saran
meliputijawabansingkatatasrumusanmasalah yang telahditetapkan. Sedangkan
saran adalahusulanatauanjurankepadapihak-
pihakterkaitataumemilikikewenanganlebihterhadaptema yang diteliti demi

kebaikanmasyarakatataupenelitian di masa-masa mendatang.
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